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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR M3.1 /31/ X/ w013

TENTANG .

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENG/
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Tentang Perubdhan

APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperwali tentang Penjabgran

Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023;

Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 9 Oktober 2023, .i\| or
900.1.1.4/955, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Laftjut

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubeghur

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tghut

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima |.5
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1930 tenfs

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaflgan

Jawa Tengah, tanggal 06 Oktober 2023, .!| or
180/104/Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancarggar
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemb ay]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota :“ igs
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali !'i ota
Salatiga  tentang Penjabaran Perubahan  Angg I!. a]
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga ! urt
Anggaran 2023, perlu ditindaklanjuti dengan Persetufpas

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetu al
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Te iu;;
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Saldtig:
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be ‘! j
Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Ranca ITI gal
Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubghai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota '“ ig

Tahun Anggaran 2023 ;
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pada huruf a dan huruf b, perlu menetapka
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

ed

[~

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkufigan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Negara,




KESATU

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenf§

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimjg

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Me
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dej
Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dej "
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te i\i
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah bebejg I\
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und !‘

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Merl

Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tenfa

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting |
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ten

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rak

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenfa

Pengelolaan Keuangan Daerah,;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun %

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagainie

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2018;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 4
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; '

1
1

12.Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Sal i iga
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwa lu aj

Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur
Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salj
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali
Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendap ‘!
dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023,
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KEDUA . Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KES#
Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Dae;
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercant;
dalam Lampiran Keputusan ini,

I
KETIGA . Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dik&‘l.lm

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth: .
1. |
2.

Npms W

© o

KESATU Keputusan ini kepada Walikota.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Okfober 2013

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

WAKIL KETUA, WA UA,

LATIF NAHARI SAIFUL MASHUD

Gubernur Jawa Tengah di Semarang; .
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa ’I‘enga],f
Semarang; |
Wali Kota Salatiga, |
Sekretaris Daerah Kota Salatiga;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatigﬂ;
ai

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemban
Daerah Kota Salatiga;

Inspektur Kota Salatiga; dan
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga. |

U
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LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR :133.) /31/% /2013
TANGGAL: 9 (rfobec 2013

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUAS! GUBERNUR JAWA TENGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/104/Tahun 20{3
tanggal 6 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah .I‘l z
Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah '|‘ :
Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sala iga
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oi'
Salatiga Tahun Anggaran 2023, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dew
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melalui Badan Anggaran telah melakuk
pembahasan, penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peratur
Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bela ||
Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali oil!'z
Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daers
Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jaw

Tengah, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM
1. Mengacu pada konsistensi jadwal dan tahapan dalam penyusunan APHBD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamj
pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahy
anggaran berjalan.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Anggaran dan Efekyjf
dan Efisien

3. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaraj
menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubah “:
APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sup
kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerluk
komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan d4j
dokumen penganggaran.

4. Menyusun dan melengkapi kembali dokumen Rancangan Peraturan Daers |:.
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada ketentu
peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajika
berdasarkan sumber dana;

b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;

c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan




II. KEBIUAKAN PENDAPATAN DAERAH
1.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
1.

d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jgsal
serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menyusun dasar hukum pendapatan dan mencantumkan di |\|.
Penjelasan pada Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentfing

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Peningkatan kemandirian Daerah melalui langkah-langkah optimalij

pada kegiatan pemungutan pajak daerah serta tetap melakukan koordi !‘

0 S
Iu: si
pemanfaatan dan penatausahaan BMD, meningkatkan iklim investasi i‘ :
berusaha  serta  pengembangan ekspor di Kota = Salatfga,
dan melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat se | ai
dengan potensi sumber pendapatan daerah.

Melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Provinsi J !I a
Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah g l na

memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alo I\! sij

tersebut.

Menyesuaikan lampiran pada Rancangan Peraturan Wali Kota, antara Jfi
penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja ygng
bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sum
pendanaan sub kegiatan.

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dalam Rancanfa
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggal
2023, agar dianggarkan dan disesuaikan dengan ketentuan peratuf
perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai denfia
kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023,

Dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non I.

yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketent ’“ 3

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencermati kem g ali
penyediaan anggaran dengan mengedepankan asas rasional, efisien i\ 3
akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Be /A

Kerja (ABK) SKPD.

Pengalokasian anggaran perjalanan dinas harus dilakukan secara selelgtif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi se¢fta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehi l“ ga

relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah ¢
memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan.

Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari Alokasi Bela “. ja
Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dengan tetap mempedo I i
petunjuk teknis pelaksanaannya.

BTa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang seg

substansi menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, qgar
dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunan H a,
sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prio !“ as
daerah.




7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sup ya

memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaj

program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentin I‘ n

daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerinta : ,
pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melind “ g
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan menjamin efekti ‘.
pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penyediaan anggs 'i

dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi ¢
Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD.

£

-
-

-
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Penyediaan anggaran Belanja Modal dalam rangka mendukung teg
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), supaya difokuskan pada pembangu /
yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, u I"
mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangu .!
rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformast pendidikan dp

keterampilan, serta reformasi kesehatan.

-
-

a

-
>

Penyediaan anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, D'as
Kesehatan, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, Difjas

Perumahan dan Kawasan Permukiman supaya mempertimbangkan “
waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berja I\I ,
sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dagat

tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan un

mengantisipasi keadaan darurat atau bencana lain yang tidak .|v
diprediksi dan dalam pelaksanaannya agar tetap mengacu pada ketent .‘|,
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausah
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belapj
Tidak Terduga.
Mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan P4
Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan y4
berlaku.

..

g

Melakukan pencermatan dan penelitian kembali serta menyesuailfan

dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Tekno 'l.

Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bant ":
Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Prog :
Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Angga i

2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, li|=

Melakukan pencermatan dan penelitian kembali Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengal i

pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD, Program/Kegiatan/ 'f‘i b
Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peratusg

Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima ‘i‘i a
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki
Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023 ‘
konsisten dalam merencanakan kebijakan pendapatan RSUD, terma |\| k
dengan SILPA untuk selanjutnya digunakan seluruhnya guna operasiofjal
RSUD.
Mengalokasikan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Te |‘| n
2024 yang harus disediakan pada APBD 2023 sebesar 40% sesuai dengs
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ’

|




IV.

perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan angga
yang bersumber dari dana transfer Pemerintah serta Penyesuaian s
tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Dae
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

16. Penyesuaian anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanj
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalg
jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kgde
rekening belanja sesuai dengan peruntukannya.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lebih cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA yang tel
dianggarkan untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pa
tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal penyertaan modal tidak ada perubahan jumlah atau tidak melel
dari jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyert
Modal, maka Peraturan tentang penyertaan Modal tidak perlu dilakuk
perubahan.

PENUTUP
Demikian Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa tengg
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Peruba
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2(
dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahg
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggars
2023, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

)3

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

WAKIL KETUA, WA

LATIF NAHARI SAIFUL MASHUD




